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Capaian Akreditasi Berdasarkan Data BAN S/M

• Untuk perencanaan
diperlukan data 
status akreditasi
mencakup seluruh
sekolah/ madrasah 

• Integrasi data hasil
akreditasi BAN S/M
dalam Dapodik dan 
EMIS perlu
dilakukan update 
berkala, termasuk
tahun berlaku
akreditasi

• Sehingga dapat
dilakukan
perencanaan dan 
strategi yang tepat
untuk akselerasi
akreditasi
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*)         = akreditasi prodi SMK 

Sumber: Ringkasan Eksekutif Capaian Kinerja BAN S/M 2012-2017
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Indikator Akreditasi Tercantum dalam Sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN 2015-2019)

Sasaran 2014
(Baseline) 2015 2016 2017 2018 2019

 Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun 8,2
tahun

8,3
tahun

8,5
tahun

8,6
tahun

8,7
Tahun

8,8 
tahun

 Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun 94,1%
(2013)

94,8% 95,1% 95,4% 95,8% 96,1 %

 Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B 50,4%
(2013)

55,9% 58,8% 61,8% 64,8% 68,4 %

 Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 68,7% 73,9% 76,5% 79,0% 81,6% 84,2%

 Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B 62,5% 68,7% 71,8% 74,8% 77,9% 81,0%

 Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B 73,5% 77,2% 79,1% 80,9% 82,8% 84,6%

 Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B 48,2% 53,8% 56,6% 59,4% 62,2% 65,0%

 Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% 
penduduk terkaya

0,85 
(2012)

0,86 0,87 0,88 0,89 0,90

 Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 
20% penduduk terkaya

0,53
(2012)

0,58 0,58 0,59 0,59 0,60

 Rasio APK PT antara 20% penduduk termiskin dan 20% 
penduduk terkaya

0,07
(2012)

0,29 0,36 0,42 0,48 0,54

 Persentase guru berkualifikasi minimal S1/D-IV n.a. n.a. 75 80 85 90

 Nilai Test PISA dan Ranking  (dari 65 Negara)  **
- Matematika  (Ranking 64 dari 65 Negara)
- Sains (Ranking 64 dari 65 Negara)
- Membaca (Ranking 60 dari 65 Negara)

(2012)
375
382
396

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

(2018)
427; 50
438; 50
446; 45

n.a.
n.a.
n.a.

 Meningkatnya guru yang memiliki kompetensi professional (subject knowledge dan pedagogical knowledge);
 Meningkatnya lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memiliki sertifikasi kompetensi;
 Meningkatnya integritas lingkungan dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi (tidak mencontek, bebas dari jual beli ijazah, sertifikat

palsu, plagiarisme);
 Terlaksananya pendidikan menyenangkan dan bebas intimidasi dan kekerasan (bullying free environment);
 Tersedianya kurikulum dan proses pembelajaran yang progresif sesuai kebutuhan zaman; dan
 Tersedianya pendidikan agama dan etika yang menumbuhkan akhlak mulia

Namun, sulitnya 
mendapatkan data 
yang valid terkait 
capaian tersebut 
karena belum 
terintegrasinya hasil 
BAN SM dengan 
Dapodik dan EMIS
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Program Prioritas Pemerataan Layanan Pendidikan 
Berkualitas dalam RKP 2019

PEMERATAAN 
LAYANAN 

PENDIDIKAN 
BERKUALITAS

Penyediaan
Pendidik

yang 
Berkualitas
dan Merata

Penyediaan 
Afirmasi 

Pendidikan

Penguatan 
Kelembaga
an Satuan 

Pendidikan

Peningkatan
Kualitas

Pembelajara
n dan

Akademik

Penguatan 
Literasi untuk 
Kesejahteraan

Penilaian Mutu Satuan Pendidikan

Peningkatan Kapasitas Pengelola Satuan 
Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan Berbasis Satuan 
Pendidikan

Distribusi dan Pemerataan Pendidik

Pendidikan/ Pelatihan Kompetensi Pendidik

Penilaian Kinerja Pendidik

Sertifikasi Pendidik

Bantuan biaya Pendidikan bagi siswa dan
mahasiswa di daerah 3T dan Papua

Sarana Prasarana di Daerah 3T dan PT Luar 
Jawa

Pembelajaran kontekstual daerah

Hasil Penelitian, Publikasi Dosen, dan 
Pengembangan Bidang Unggulan

Penerapan Kurikulum dan Pendidikan 
Karakter
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Akreditasi merupakan instrumen pengukuran untuk 
mencapai Standar Nasional Pendidikan

Standar yang diukur dalam 
proses Akreditasi:

1. Standar Isi
2. Standar Proses
3. Standar Kompetensi
4. Standar Pendidik
5. Standar Sarana
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Biaya
8. Standar Nilai

UNTUK MENCAPAI SNP:
• Peningkatan mutu: kerangka penganggaran, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan
• Penjaminan mutu dengan memastikan mekanisme yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan, dan saling terkait antara aspek quality 

assurance (QA), quality control (QC), dan quality improvement (QI).
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Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemetaan Mutu dalam 
Perumusan Program/Kegiatan Ditjen Teknis

© Standar Kompetensi  

Lulusan

© Standar Isi

© Standar Proses

© Standar Penilaian

© Standar PTK

© Standar Pengelolaan

© Standar Pembiayaan

© Standar Sarana Prasana

BALITBANG Puspendik

BALITBANG Puskurbuk

Ditjen GTK

Ditjen Dikdasmen

PENGGUNA INTERNAL
PETA MUTU 8 SNP

Ditjen PAUD & Dikmas

BALITBANG Puslitjak

Sistem Penilaian Penididikan

Evaluasi Kurikulum & Model

Pembelajaran

Evaluasi dan rekomendasi 

kebijakan layanan pendidikan

•Pemetaan guru
•Penyediaan guru
•Peningkatan kualitas guru

•Penyediaan sarpras,

•Pendampingan mutu

•Penyediaan sarpras,

•Pendampingan mutu

INTERVENSI

Dinas Pendidikan
•Peningkatan mutu layanan

pendidikan

Satuan Pendidikan
•Perencanaan peningkatan mutu

•Peningkatan mutu
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PENJAMINAN 
MUTU 

PENDIDIKAN

BAN

DITJEN 

LPMP

PEMDA

SATUAN 
PENDIDIKAN

MASYARAKAT *

EVALUASI 
DIRI PEMBINAAN/

PERIZINAN

KEBIJAKAN/FA
SILITASI/MON

EV

PEMBINAAN/
PERIZINAN

AKREDITASI

LAINNYA

*) seperti dewan pendidikan, organisasi profesi, dll

Meningkatkan Integrasi Berbagai
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
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Masukan untuk Akselerasi Pelaksanaan Akreditasi

Peningkatan kapasitas akreditasi:

• Peningkatan kapasitas pelaksana akreditasi (BAN S/M, BAN S/M Provinsi)

 Kapasitas pelaksanaan akreditasi perlu ditingkatkan, sehingga dapat mencakup
akreditasi satuan pendidikan baru dan reakreditasi.

 Kapasitas kelembagaan mencakup sumber daya manusia yang memadai (asesor), 
serta pengelolaan, dan prosedur/tata cara yang efektif dan efisien.

• BAN S/M perlu melakukan assessment untuk mengidentifikasi seberapa besar potensi
kapasitas pelaksanaan akreditasi dapat ditingkatkan, serta aspek-aspek apa saja yang 
diperlukan untuk peningkatan kapasitas akreditasi.

• Assessment ini diperlukan untuk mendukung perencanaan selanjutnya
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Masukan dalam Peningkatan Penjaminan Mutu
Pendidikan di Indonesia

1. Koordinasi parapihak:

 Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penjaminan mutu
(memenuhi 8 SNP) perlu dijalin dengan baik sehingga terjadi sinkronisasi strategi
peningkatan mutu Pusat dan Daerah.

 Koordinasi antarUnit Teknis terkait untuk menindaklanjuti hasil akreditasi: Balitbang-
Ditjen Dikdasmen-Ditjen GTK

 Koordinasi parapihak di daerah: LPMP-BAN S/M Provinsi-Dinas-satuan pendidikan

2. Keterkaitan sistem informasi:

 Sinkronisasi data BAN S/M dengan Dapodik dan Data EMIS

• Masih belum terintegrasinya data BAN S/M dengan Dapodik dan Data EMIS (BAN S/M 
hanya menunjukan hasil capaian tahunan bukan penilaian keseluruhan sekolah).

• Capaian akreditasi belum bisa secara mudah diakses padahal penting untuk proses 
perencanaan dan peningkatan mutu.

 Rekomendasi hasil akreditasi disampaikan pada parapihak yang bertanggung jawab
dalam proses peningkatan mutu layanan.
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Masukan dalam Peningkatan Penjaminan Mutu
Pendidikan di Indonesia

3. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
didasarkan pada 8 SNP:
• Penyediaan data yang komprehensif tentang peta dan evaluasi mutu pendidikan
• Perencanaan program peningkatan mutu didasarkan pada peta mutu sekolah sampai kepada target 

capaian mutu yang diinginkan sesuai dengan 8 SNP
• Pendampingan ke daerah dan satuan pendidikan secara komprehensif
• penjaminan mutu di daerah berjalan dengan baik

4. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesepakatan yang sama antarpihak/stakeholder 
pendidikan tentang mutu pendidikan:
• Pemahaman mutu pendidikan yang baik, seperti apa dan siapa yang bertanggungjawab dan harus

menjalankan penjaminan mutu: kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing komponen (pemerintah
pusat, pemerintah daerah, pengawas, kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua siswa dan 
masyarakat).

5. Meningkatkan komitmen yang sama antarpihak untuk menjalankan pendidikan yang bermutu:
• Pelaksanaan kegiatan berorientasi mutu, tidak hanya pada tataran memenuhi kewajiban
• Menjalankan program yang terkait langsung dengan peningkatan mutu pendidikan.
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Masukan dalam Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan
di Indonesia

6. Memastikan satuan pendidikan menjalankan penjaminan mutu (sesuai dengan
8 SNP):
• Evaluasi diri satuan pendidikan sebagai upaya pemetaan dan evaluasi mutu (pemahaman indikator, 

cara pemantauan dan evaluasinya)
• Membuat perencanaan program dan proses pembelajaran untuk peningkatan mutu berdasarkan

peta mutu satuan pendidikan sampai kepada target capaian yang diinginkan
• Melaksanankan proses pendidikan yang bermutu sesuai dengan yang direncanakan
• Memahami dan memiliki strategi peningkatan mutu agar dapat memenuhi 8 SNP

7. Peraturan perundangan dan mekanisme:
• Review peraturan perundangan untuk ditindaklanjuti dengan penyempurnaan/penyusunan 

landasan hukum yang memadai yang mengatur sistem penjaminan mutu, termasuk peran antar 
pihak dan jenjang pemerintahan

• Perumusan kebijakan/peraturan yang bersifat operasional: NSPK/kebijakan/regulasi terkait model 
penjaminan mutu

• Mekanisme yang efektif dan pelaksanaan yang berjalan secara baik serta berkesinambungan terkait 
pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pada pelaksanaan penjaminan mutu

• Perencanaan penjaminan mutu secara terintegrasi, yang menjadi acuan bagi semua pelaku 
penjaminan mutu
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TERIMA KASIH


